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P U T U S A N

Nomor 2157/Pdt.G/2021/PA.Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Perceraian antara; 

PENGGUGAT,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Buruh,  Pendidikan

Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  RT.  03/  RW.  03,

Desa Tlahab Lor,                                 Kecamatan

Karangreja,  Kabupaten  Purbalingga,  sebagai

Penggugat; 

Melawan

TERGUGAT,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Buruh,  Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Dahulu di RT. 03/ RW. 03, Desa Tlahab Lor, Kecamatan

Karangreja,  Kabupaten  Purbalingga,

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti

di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat  dalam surat gugatannya tanggal  21 Oktober 2021

telah  mengajukan  gugatan  perceraian  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Purbalingga  dengan  Nomor  2157/Pdt.G/2021/PA.Pbg,

tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah
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melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  3  Oktober  2008,  di  hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja,

Kabupaten  Purbalingga  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

325/5/X/2008 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani

sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Buku Nikah Penggugat dan

Tergugat;

3. Bahwa setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

bersama di rumah Kontrakan di Jakarta selama 4 tahun kemudian pindah

ke  rumah  orangtua  Penggugat  di  RT.  03/  RW.  03,  Desa  Tlahab  Lor,

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga selama 2 tahun 3 bulan,

badadukhul  dan  sudah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  bernama

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2014 rumahtangga Pengugat dengan Tergugat sering

terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara  terus menerus yang tidak

mungkin  dapat  untuk  dirukunkan  kembali  yang  disebabkan  masalah

ekonomi  dimana  Tergugat  kurang  dalam  memberi  nafkah  kepada

Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi;

5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 terjadilah puncak pertengkaran yang

berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah

pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya

sampai  sekarang  dan  selama  itu  Tergugat  tidak  menafkahi  sehingga

Penggugat tidak ridho;

6. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  mencari  Tergugat  dengan  cara

menanyakan kepada keluarganya dan teman  teman Tergugat tetapi tidak

ada yang mengetahuinya;

7. Bahwa dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah retak dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya

dengan Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat

sudah tidak sanggup lagi  untuk  meneruskan rumah tangganya dengan
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Tergugat;

9. Berdasarkan  alasan  tersebut  di  atas  maka  Penggugat  berkesimpulan

bahwa pengajuan gugat  cerai  Penggugat  sudah sesuai  dan memenuhi

alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal

116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

        Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memanggil  para pihak, memeriksanya

dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Radio Suara  Perwira  Purbalingga sebanyak  2  (dua)  kali yang  relaas

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan,

maka  kewajiban  Majelis  Hakim  untuk  mendamaikan  tidak  dapat  dilakukan,

namun demikian  Majelis  Hakim telah berusaha menasehati  Penggugat  agar

berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil.

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa; 
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A. Surat;

1 Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk Nomor  :  3303106802850001tanggal  18

Juni  2020  atas  nama  Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1;

2 Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  325/5/X/2008  tanggal  03  Oktober

2008yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangreja,

Kabupaten Purbalingga. Bukti P.2;

3. Surat Keterangan Beda Nama nomor 86/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021

yang  dikeluarkan  oleh  An.  Kepala  Desa  Tlahab  Lor  (Kasi  Pelayanan),

Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.3;

4. Surat  Keterangan  Pergi  nomor04/X/2021,  tanggal21  Oktober  2021  yang

dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Tlahab Lor (Kasi Pelayanan), Kecamatan

Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.4;

B. Saksi; 

1. SAKSI  I,  umur  32  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  tempat tinggal  di  RT 003 RW 003

Desa  Tlahab  Lor,  Kecamatan  Karangreja,  Kabupaten  Purbalingga

dipersidangan  mengaku  sebagai  Tetangga  Penggugat  memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  keduanya

sebagai suami istri sah sejak tahun 03 Oktober 2008 dan dari pernikahan

mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;

- Bahwa  setelah menikah,  Penggugat dan  Tergugat tinggal bersama

terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT. 03/ RW. 03, Desa Tlahab

Lor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas kurang lebih sejak kurang

lebih 5 tahun 9 bulan sampai  dengan sekarang tidak pernah kembali

kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti

;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  pernah  mencari  keberadaan

Tergugat ke keluarga dan ke teman-teman Tergugat, namun semuanya
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tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  setelah

berpisah sudah sulit  untuk dipersatukan lagi,  dan sudah tidak pernah

berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;

- Bahwa  saksi  selaku  tetangga  Penggugat  sudah  berusaha

menasehati  Penggugat agar besabar menunggu kepulangan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI  II,  umur  33  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,

Pekerjaan Ibu  Rumah Tangga,  tempat  tinggal  di  RT 004 RW 002 Desa

Tlahab Lor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dipersidangan

mengaku sebagai Tetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat dan Tergugat keduanya

sebagai suami istri sah sejak tahun 03 Oktober 2008 dan dari pernikahan

mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;

- Bahwa  setelah menikah,  Penggugat dan  Tergugat tinggal bersama

terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT. 03/ RW. 03, Desa Tlahab

Lor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa saksi  mengetahui  Tergugat  tanpa alasan yang jelas  telah

pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak kurang lebih 5 tahun 9

bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat

dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;

- Bahwa saksi  mengetahui   Penggugat  pernah mencari  keberadaan

Tergugat ke keluarga dan ke teman-teman Tergugat, namun semuanya

tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  setelah

berpisah sudah sulit  untuk dipersatukan lagi,  dan sudah tidak pernah

berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
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- Bahwa  saksi  selaku  tetangga  Penggugat  sudah  berusaha

menasehati  Penggugat agar besabar menunggu kepulangan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan

memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-

dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

gugatannya,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak

datangnya  itu  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah,  sehingga  tidak  layak

dilakukan mediasi;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  akan tetapi  tidak datang menghadap di  muka sidang,  sehingga dapat

diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah

membenarkan  dan  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat.  Oleh

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara  a quo dapat diperiksa

tanpa  kehadiran  Tergugat  dan  Majelis  Hakim  dapat  menjatuhkan  putusan

dengan putusan  verstek, sesuai dengan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II:

149 yang berbunyi sebagai berikut: 

والبــينة الدعــوى جـازســـماع وتعــززه لــتواريه تعــذرإحضــاره وإن

عـليه والحــكم
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Artinya : ” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau 

enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti 

yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  HIR  jo  Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2015  huruf  C  angka  3  yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  gugatan

perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 sebagaimana telah di  ubah dengan Undang-Undang Nomor  16 Tahun

2019 jo. Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Pasal  116  huruf  (  b  )  Kompilasi  Hukum Islam,  oleh  karena  itu  yang  harus

dibuktikan  oleh  Penggugat  adalah  dalil-dalil  yang  dijadikan  alasan  gugatan

tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-

saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut

;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan

P.4  keduanya berupa fotokopi  yang telah  dicocokkan oleh  Majelis  Hakim di

muka  sidang  dan  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  serta  bermeterai  cukup

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang, serta bukti

P.3  berupa  dokumen  asli  telah  bermeterai  cukup  sehingga  dapat  diterima

sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

atas  nama  Penggugat yang  merupakan  akta  autentik dan  menjelaskan

mengenai identitas Penggugat  sehinggga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil  dan  materiil,  maka  menurut  Pasal  165  HIR  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende),  serta terbukti

benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana

Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
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undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  perubahan kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama

Purbalingga  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan

Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil  gugatan Penggugat pada

point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah  yang  telah  memenuhi  maksud  Pasal  165  HIR  jo.  Pasal  1888  KUH

Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu

bukti autentik;

Menimbang,  bahwa  dalam  bukti  P.2  tersebut  telah  diterangkan

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam

pada tanggal 03 Oktober 2008 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi

syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil

dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  (voilledig)  dan  mengikat

(bindende),  dengan demikian dalil  gugatan Penggugat  posita angka 1 harus

dinyatakan  terbukti,  bahwa  sejak  tanggal  03  Oktober  2008  Penggugat  dan

Tergugat telah  terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal

7  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam,  dan  gugatan  Penggugat  memiliki  dasar

hukum yang sah;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.3  yang  dihubungkan  dengan

dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, menjadi terbukti terdapat perbedaan penulisan

nama Penggugat, dalam Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat tertulis Tahlil

Murdiyati  binti  Solichin sedang  dalam Buku  Nikah  nama  Penggugat  tertulis

Tahlil  Murdiati binti Solichin, maka untuk tertib administrai penulisan identitas

nama  Penggugat  yang  ada  dalam gugatan  dengan  menggabungkan  kedua

nama tersebut dengan disisipi kata alias adalah sudah tepat ;

Menimbang,  berdasarkan  bukti  P.4.,  maka  telah  terdapat  bukti  awal

bahwa Tergugat tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat
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kurang lebih sejak kurang lebih 5 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang tidak

pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas

dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  jo.

Pasal 19 huruf (  b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (  b ) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar

keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat

sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Penggugat  telah  memberikan

keterangan  sebagaimana  tersebut  di  atas  di  hadapan  persidangan,  dalam

perkara a quo saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar

sebagai  saksi  (Pasal  145  HIR)  dan  keterangannya  itu  diberikan  di  bawah

sumpah  menurut  agama  yang  dianutnya,  serta  kesaksiannya  tersebut

bersesuaian  dan  berhubungan  satu  dengan  yang  lain  dan  atas  dasar

penglihatan saksi-saksi  sendiri,  berdasarkan Pasal  170 dan Pasal  171 HIR,

maka saksi-saksi tersebut  telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti

saksi.  Oleh karena itu  kesaksiannya tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  dalil  Penggugat  yang  didukung  oleh

bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri  sah

sejak  tahun  03  Oktober  2008  dan  dari  pernikahan  mereka  telah

dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak ;

2. Bahwa setelah menikah,  Penggugat dan  Tergugat tinggal bersama

terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT. 03/ RW. 03, Desa Tlahab

Lor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;

3. Bahwa Tergugat tanpa alasan yang sah telah pergi  meninggalkan
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Penggugat  kurang lebih sejak kurang lebih 5 tahun 9  bulan sampai

dengan sekarang tidak pernah kembali  kepada Penggugat dan tidak

diketahui  alamatnya dengan jelas dan pasti  dan sudah tidak pernah

berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

4. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga

dan  ke  teman-teman  Tergugat,  namun  semuanya  tidak  mengetahui

keberadaan Tergugat ;

5. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat sudah  berusaha  menasehati

Penggugat agar besabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa  suami  atau  isteri  mengabaikan  norma  perkawinan  maka  ikatan

perkawinan akan sangat  rentan terhadap adanya perceraian.  Kenyataan

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa kepergian  Tergugat  meninggalkan Penggugat  tanpa  alasan  yang

sah dan hingga kini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti serta

keengganan Penggugat untuk berdamai menunggu kedatangan Tergugat

agar  rukun kembali  membina rumah tangga yang baik  dengan Tergugat

selama  dalam  proses  persidangan,  merupakan  fakta  kongkrit  yang

menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  sulit  untuk

dirukunkan kembali,  perkawinan yang telah  pecah seperti  itu  tidak akan

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar

lagi  bagi  kesatu  belah  pihak,  serta  sulit  untuk  mewujudkan  kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun  2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa  apabila  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat ini  tetap

dipertahankan,  maka  Penggugat  dan  Tergugat tidak  akan  dapat
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melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana  telah  di  ubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima

selama satu tahun atau lebih, sang istri  boleh mengajukan tuntutan

cerai  kepada  hakim  dengan  talak  bain  jika  dia  merasa  dirugikan,

walaupun  sang  suami  memiliki  harta  yang  dapat  dijadikan  nafkah

untuk istrinya”;

Menimbang,  bahwa  disamping  itu  fakta  hukum  tersebut  juga  telah

memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang

berbunyi :

ــب ــ ــدم على جـلـــ ــ ــد مـقــــ ــ درأ المـفـــاســــ

المـصــالـح
Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  telah  terbukti  alasan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019 jo.  Pasal  19 huruf  (  b )  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (  b ) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

karenanya gugatan Penggugat  patut dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  pada  saat  putusan  ini  dijatuhkan  Penggugat

mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas

dasar adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa alasan yang sah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal

119 ayat (2) huruf  ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi

Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap

Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya

kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  segala  peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang

hingga kini  dihitung sejumlah Rp.  395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh

lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Purbalingga yang  dilangsungkan pada hari Selasa tanggal

01 Maret  2022  Masehi.  bertepatan dengan tanggal  27 Rajab 1443  Hijriyah.

Oleh kami Drs. H. Salim, S.H.,  M.H. sebagai  Ketua Majelis,  dan Drs. H. M.

Mursyid  serta  Drs.  Baridun,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu  oleh  Abdul  Hafid,  S.Kom.,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :
1.Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2.Biaya Proses : Rp 50.000,00
3.Biaya
Pemanggilan

: Rp 275.000,00

4.PNBP
Panggilan
Pertama

: Rp 20.000,00

5.Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6.Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 395.000,00 
(tiga ratus sembilan

puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


